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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota 
Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6974); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322); 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

  6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2); 

  7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18); 

  8. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota 
Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 26 
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 27) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota: 

a. Nomor 15 Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bukittinggi 
Tahun 2026 Nomor 15); 

b. Nomor 19 Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bukittinggi 
Tahun 2026 Nomor 19); diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 2 

APBD tahun anggaran 2026 berjumlah 
Rp814.402.791.083,00 (delapan ratus empat belas 

miliar empat ratus dua juta tujuh ratus sembilan 
puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan 
rincian sebagai berikut:  

a. Pendapatan Daerah berjumlah 
Rp746.538.217.469,00 (tujuh ratus empat puluh 

enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta 
dua ratus tujuh belas ribu empat ratus enam 

puluh sembilan rupiah); 
b. Belanja Daerah berjumlah 

Rp812.902.791.083,00 (delapan ratus dua belas 

miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus 
sembilan puluh satu ribu delapan puluh tiga 

rupiah); 
c. Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut: 

1. penerimaan Pembiayaan berjumlah 
Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh 
miliar delapan ratus enam puluh empat juta 

lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus 
empat belas rupiah);  

2. pengeluaran Pembiayaan berjumlah 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 

juta rupiah); 
3. sehingga jumlah Pembiayaan neto berjumlah 

Rp66.364.573.614,00 (enam puluh enam 

miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima 
ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat 

belas rupiah); dan 
4. sisa lebih Pembiayaan anggaran berjumlah 

Rp0,00 (nol rupiah). 
 




